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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan
pembayaran hutang dengan jaminan pembayaran dengan deviden dari pendapatan
prusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan cara
mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil dan penelitian ini menggunakan
pendekatan kasus yaitu dengan putusan pengadilan No. 1229 K/pdt/2016. Dari hasil
penelitian ini  dapat diketahui bahwasanya peminjaman dengan perjanjian
menggunakan deviden sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
seperti yang dapat pada Pasal 60. Dalam selama masa penggadaian saham/dividen
pemegang saham juga masih berhak atas hak suaranya dan ikut dalam rapat RUPS.

Kata kunci : perjanjian, untang piutang, dividen

JURIDICAL REVIEW OF THE LOAN AGRREMENT WHIT A
GUARANTEE OF DIVIDEND PAYMENT
(Decision Case Study MA Number: 1229K/Pdt/2016)

This study aims to determine how much influence the debt payment policy with a
guarantee of payment with dividends from company income. the method used in this
study is normative by examining various legal rules that are formal and this study uses
a case approach, namely by court decision No. 1229 K / ptt / 2016 from the results of
this study it can be seen that lending with dividend agreements is legal according to the
law in Indonesia in accordance with the provisions in Law No. 40 of 2007 concerning
limited liability companies as contained in article 60. during the mortgage Share /
dividend shareholders are also still entitled to their voting rights and participate in the
GMS meeting.

Keyword: agreement, debt payable, dividend



I. PENDAHULUAN

Pada umumnya, masyarakat di Indonesia yang melakukan utang piutang
dengan jaminan terhadap kreditur masih banyak yang tidak melakukan perjanjian
dengan debitur, di dalam perjanjian utang piutang pada dasarnya kreditur dan debitur
dibuat dengan bebas dengan bentuk lisan maupun tertulis tergantung para pihak yang
melakukan perjanjian utang piutang, padahal setiap kreditur berharap dalam
melakukan perjanjian dengan debitur selalu mengharapkan jaminan yang diperjanjikan
dengan debitur sama nilai jualnya dengan utang piutangnya yang diberikan oleh
kreditur, namun ada kalanya perjanjian utang piutang tersebut tidak sesuai dengan nilai
jual jaminan akan tetapi para pihak yang melakukan perjanjian tetap melakukan
kesepakatan sesuai apa yang diperjanjian oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian
sesuai dengan Undang-undang KUH Perdata Pasal 1320 :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat;*

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

2. Kecakapan bertindak.

3. Adanya objek perjanjian.

4. Adanya kausa yang halal.

Perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan
bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila

dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum perdata, bukti tertulis

1 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika: Jakarta, 2001, hal 161



merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis, maka
masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang
dibuatnya. Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi
secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila
hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai
sebagai jaminan.?

Pada Pasal 499 KUH Perdata diberikan pengertian tentang benda “yang
dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh
hak milik”. Jadi cakupannya sangat luas karena istilah benda di dalamya terdapat istilah
barang dan hak, sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud
misalnya piutang-piutang seperti piutang atas nama, hak milik intelektual seperti hak
cipta, hak merk dan hak paten.?

Pada kasus Pengadilan Negeri Mataram Putusan MA Nomor: 1229/Pdt/2016
/PN.MTR. Adanya suatu perjanjian utang piutang terhadap pihak kreditur dan debitur
dengan jaminan sebidang tanah milik debitur, yang mana dalam perjanjian tersebut
antara pihak kreditur dan debitur sepakat dengan adanya utang piutang namun dalam
perjanjian tersebut jaminan yang dijadikan tangguhan tidak sama nilainya dengan
utang piutangnya dalam melaksanakan perjanjian yang dilakukannya telah memenuhi

syarat-syarat perjanjian sesuai KUH Perdata Pasal 1320. Apabila dalam pelaksanaan

2 Fransisca Kurnia Harkmawati, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan
Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Rumah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788
K/Pdt/2012), Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jember, him. 1

8 Trisadini Prasastinah Usanti, Piutang dalam Prespektif Hukum Jaminan, Jurnal IImu hukum, him. 5-6



jaminan dalam perjanjian utang piutang salah satu pihak baik kreditur maupun debitur
tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian maka sesuai KUH Perdata Pasal 1238
dianggap wanprestasi. Kreditur maupun debitur akan mendapatkan akibat hukum
sesuai peraturan Perundang-undangan yang mana dapat dilakukan upaya hukum
gugatan perdata di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Putusan berkekuatan hukum

tetap.



Il. PEMBAHASAN

1. Apakah yang menyebabkan kreditur dan debitu melakukan perjanjian
utang piutang

1) Bahwa pada tahun 1993, penggugat mempunyai usaha dibidang pariwisata dan
perhotelan di Gili Air, Desa Gili Indah (dahulu desa pemenang barat),
Kecamatan Pemenang (dahulu kecamatan tanjung), Kabupaten Lombok Utara
(dahulu Kabupaten Lombok Barat) dengan nama PT. Gili Citra Wisata, yaitu
10 kamar hotel di atas tanah milik Penggugat Sertifikat Nomer 295/Desa
Pemenang Barat, Gambar Situasi Nomor 225/1287, luas 25.014 m?, (dua puluh
lima ribu empat belas meter persegi) ditaksir senilai Rp.62.500.000.000.00
(enam puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) ;*

2) Bahwa pada tanggal Tergugat Il melakukan kerjasama dengan penggugat untuk
mengembangkan usaha milik penggugat dengan cara memasukan modal
(saham) sebesar Rp 620.000.000.00 (enam ratus dua puluh juta rupiah), sebaga
tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomer 50 tanggal 30 Januari 1993
yang dibuat oleh Notaris Sri Hartati, S.H., Nomer 50 tanggal 30 Januari 1993.
Uang Tergugat Il rencananya digunakan untuk merenovasi kamar hotel
penggugat 24 kamar, penambahan lahan 30 are dan penebusan sertifikat hak
atas tanah Penggugat tersebut yang masih dijaminkan Hipotik dengan nilai

pinjaman Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), Dengan penyediaan modal

4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 juli 2016, Nomor reg. 1229 K/Pdt/2016



3)

4)

5)

tersebut maka pihak Tergugat Il akan memperoleh saham sebanyak 50% dari
saham PT. Gili Citra Wisata:

Bahwa kemudia pada tanggal 1 Mei 1993 dilakukan perubahan perjanjian
kerjasama Nomer 50 (30 Januari 1993) dengan Akta Notaris Sri Hartati Nomer
1, tanggal 1 Mei 1993 yang intinya nahwa modal yang dimasukan oleh
Penggugat Il menjadi Rp.550.000.000.00 dengan kententuan pihak tergugat
memperoleh saham sebesar 52,5% saham;

Bahwa atas dasar perjanjian kerja sama tersebut di atas bahwa sesuai dengan
klausula perjanjian kerja sama tersebut dalam Akta Nomer 50 tanggal 30
Januari 1993, juncto Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1993 bahwa Sertifika Hak
Milik Penggugat berupa tanah Sertifikat Nomor 295 dijadikan jaminan atas
berlangsungnya pernajian ini maka hak milik penggugat dapat dipakai
mengganti kerugian Tergugat II;

Bahwa dengan kerjasama tersebut kemudian penngugat dan tergugat Il
mengelola peruhaan penggugat dengan nama PT. Gusung Duta Tamisa yang
semula bernama PT. Gili Citra Wisata dengan Akta Notaris Abdullah, S.H.,
Nomor 111, tanggal 25 November 1990 dan disahkan oleh Mentri Kehakiman
RI tanggal 26 Juli 1993 Nomor C2-5201-HT.01 TH. 93 kemudian mengalami
perubahan sehingga menjadi bernama “PT. Gusung Duta Tamisa” dan telah
mengalami perubahan terahir dengan Anggaran Dasar Nomor 10 tanggal 2
November 1999 dan dicatat oleh Direktur Jenderal Administrasi Umum tanggal

24 Agustus 2000 No. C-18670.HT.01.04 Tahun 2000, dengan demikian seluruh



asset PT. Gili Citra Wisata berupa tanah dan bangunan hotel milik penggugat
dikelola oleh menejemen PT Gusung Duta Tamisa yang dipercayakan sebagai
Direkturnya adalah Tergugat I;
6) Bahwa dalam perjalanan waktu, penggugat secara pribadi telah meminjam
uang dari tergugat 1l berturut-turut sebagai berikut :
a. Tanggal 24 Maret 2001 sebesar Rp40.200.000.00 dengan Akta Pengakuan
Hutang Nomor 28 tanggal 24 Maret 2001;
b. Tanggal 29 November 2003 sebesar Rp20.000.000.00 dengan Akta
Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 19 November 2003;
c. Pinjam sebesar Rp.200.000.00 dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 23
tanggal 12 Januari 2004;
d. Pinjam sebesar Rp10.000.000.00 dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 7
tanggal 13 September 2005;
e. Dengan demikian jumlah pinjaman penggugat sebesar Rp 270.200.000.00;
Bahwa, dengan keterangan di atas yang menyebabkan kreditur dan debitur
melakukan perjanjian hutang piutang, dikarenakan debitur telah meminjam uang
kepada kreditur menggunakan jaminan saham yang dimiliki oleh debitur dengan
demikian perjanjian hutang piutang atanra debitur dan kreditu adalah sah dimata
hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Perseroan
Terbatas pada pasal 60 ayat (2) sebagai berikut :

Ayat (2) :
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“Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak

ditentukan lain dalam anggaran dasar”

Maka berdasarkan hal tersebutlah yang menjadi penguat antara debitur dan
kreditur dalam melakaukan perjanjian utang piutang, yang mana jaminan saham
sebagai jaminan atas pinjaman uang oleh debitur terhadapat kreditur, yang akan di setor
setiap bulanya oleh debitur dengan mengurangi hasil dari pada pendapatan deviden
debitur setiap bulannya.

2. Bagaimana akibat hukum apabila debitur tidak mendapatkan deviden

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa hak-hak yang mengatur hasil dari pada
deviden adalah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun yang berkaitan
dengan tidak diberikannya deviden kepada pemeggang saham yang telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tengang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :°

Pasal 71 ayat (2) dan (3) :

Ayat (2)

“Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaiman

dimaksud dalm pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai

dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS”

Ayat (3)

> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106
Tahun 2007, Psl 61
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“Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila
perseroan mempunyai saldo laba yang positif”

Pasal 72

Ayat (1)
“Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan
brakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar perseroan.

Ayat (2)
“Pembagian dividen interim sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
apabiila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada
jumlah modal diternpatkan dan disetor ditambah cadangan wajib”

Ayat (3)
“Pembagian dividen interim sebagai dimaksud pada ayat (2) tidak boleh
mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi
kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan persroan”

Ayat (4)
“Pembagian deviden interim diterapkan berdasarkan keputusan direksi setelah
mendapatkan persetuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan
pada Ayat (2) dan (3)”

Ayat (5)
“Dalam hal setelah tahun buku berahir ternyata Perseroan menderita kerugian,
dividen intrim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang saham

kepada Perseroan”



12

Ayat (6)

“Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng

atas kerugian Perseroan, dalam hal pemeggang saham tidak dapat

mengembalikan dividen interim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5)”

Pasal 73

Ayat (1)

“Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung semenjak tanggal

yang ditetapkan untuk pembayaran deviden lampau, dimasukkan ke dalam

cadangan khusus”

Ayat (2)
“RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke
dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”

Ayat (3)

“Dividen yang telah dimasukan kedalam cadangan khusus sebagaima yang

dimaksud pada Ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepulu)

tahun akan menjadi hak Perseroan”

Bahwa, dengan yang dimaksud dalam pasal tentang Perseroan Terbatas di atas
menjelaskan bahwa hal-hal yang menjadi penyebab dividen tidak diberikan kepada
para pemegang saham. Dalam Pasal 72 Ayat (2) UUPT di atas mengandung pengertian
selama keuntungan atau laba dari sebuah perseroan tidak berada di bawah dari pada

jumlah modal maka dividen akan diberikan kepada para pemegang saham makan
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sebaliknya jika laba dari pada sebuah perseroan berada di atas atau lebih tinggi dari
pada modal maka dividen akan dibayarkan.

Namun bagaimana jika dividen tidak diberikan seperti dalam studi kasus
Mahkamah Agung R.I Nomor 1299 K/Pdr/2016, perlu diketahui kembali bahwa dalam
kasusnya debitur telah melakukan suatu perikatan hutang piutang dengan kreditur
dengan jaminan saham yang dimiliki oleh debitur dalam Perseroannya (PT Gusung
Duta Tamisa) dengan rincian sebagai berikut :

(a) Tanggal 24 Maret 2001 sebsar Rp 40.200.000.00

(b) Tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 20.000.000.00
(c) Tanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp 200.000.000.00
(d) Tanggal 13 September 2005 sebesar Rp 10.000.000.00

Bahwa, dengan keterangan peminjaman yang di lakukan oleh debitur dengan
menjamin kan sahamnya sebanyak 460 lebar saham, dimana peminjaman uang tersebut
sudah mendapatkan Akta pengakuan hutang dengan Nomor 7, 23, 11, dan 3 oleh
Notaris dan PPAT Sri Hartati, S.H,. Dengan ketentuan dimana pihak debitur harus
mengembalikan pinjaman tersebut dengan kurun waktu satu tahun. Apabila debitur
lalai /tidak menepati janji sebagaimana dimaksudkan maka terhitung setelah jatuh
tempo semua hak atas saham-saham yang dijaminkan tersebut beralih kepada pihak
kreditur, sehingga mulia hari itu pula, segala keuntungan, pendapatan, kerugian, pajak
dan beban lainnya atas saham-saham tersebut menjadi hak milik kreditur.

Bahwa dengan keterangan dan data di atas bisa dianalisis mengapa debitur tidak

mendapatkan hak atas devidennya dikarenakan hitungan pemijaman pada tahun 2003
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s/d tahun 2004 debitur sudah melakukan peminjaman lagi terhadap kreditur dalam
perjanjian tersebut timbulah suatu hak dan kewajiban dimana debitur wajib membayar
atau mencicil utangnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh para pihak,
dan harus juga melihat hasil dari pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang
jika di tentukan lain seperti yang tercantum pada Pasal 72 Ayat (2) oleh karenanya
debitur tidak mendapatkan devidennya.

Dalam prinsip perseroan apabila tidak dibayarkannya deviden kepada
pemegang saham, bisa dikarenakan laba dari pada perseroan tersebut berada di bawah
pendapatan positif dari Perseroan tersebut namum apabila dengan sengaja sebuat
Perseroan tidak memberikan deviden terhadap pemegang saham maka Perseroan dapat
di laporkan ke pengadilan sesuai dengan domisili perseroan tersebut seperti yang
terdapat pada Pasal 61 UUPT

Pasal 61

Ayat (1)

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke

Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap

tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi,

dan/atau Dewan Komisaris”

Ayat (2)

“Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di ajukan ke pengadilan

negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan perseroan”
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Adapun Pasal 138 Ayat (1) dan (2) dalam UUPT
Pasal 138
Ayat (1)
“Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugan bahwa :”
a. Perseroan malakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
pemegang saham atau pihak ketiga; atau
b. Anggota direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugika Perseroan atau pemegang saham atau pihak ke tiga
Ayat (2)
“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan
mengajukan permohonan secara tertulis beserta dasarnya ke pengadilan negeri
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan”
Pasal 155 UUPT
“Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/ atau Dewan Komisaris atas
kesalahan kliennya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang tentang hukum pidana”
Dengan peraturan perUndang-Undangn di atas maka hal-hal itu lah yang dapat
dilakukan oleh pemegang saham apabila terjadinya suatu wanprestasi dan ketidak
adilan yang dilakukan oleh sebuah Perseroan terhadap para pemegang saham seperti

contohnya tidak di bayarkannya deviden pemegang saham.
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I11. PENUTUP
A. Simpulan

1. Aturan hukum dalam melakukan sebuah perjanjian di atur dalam pasal 1313 Kitap
Undang-Undang Hukum Perdata, secara khusus mengenai perjanjian uatang
piutang sebagai perbuatan pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KHUPerdata,
sesuai dengan tentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat (kumulatif) yang
diperlukan agar sesuatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu :
- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- Kecakapan untuk membuat suatu prikatan.
- Suatu hal tertentu.
- Suatu sebab yang halal
Dengan adanya syarat tersebut maka sahlah dikatakannya suatu perikatan
perjanjian

2. Peminjaman uang dengan jaminan saham secara hukum dibenatkan dalam Undang-
Undang perseroan pada Pasal 52 UUPT, dalam UUPT kemudian disebutkan bahwa
saham merupakan benda bergerak dan dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan
fidusia sepanjag tidak ditemukan lain dalam angggarah dasar seperti yang
dimaksudkan pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPT. Desbutkan pulabahwa hak suara ayas
saham yang digunakan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada
pemegang saham. Sehingga, meskipun saham tersebut dijadikan sebagai agunan

atas utang, hak suaranya tidak beralih seperti Pasal 60 Ayat (4) UUPT.
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3. Perlindungan hak kepada pemegang saham sudah diatur dalam undang-undang
Perseroan Terbatas apabila Perseroan melakukan ketidak adilan terhadap
pemegang saham, maka pemegang saham dapat melaporkan Perseroan ke
Pengadilan Negeri yang sesuai dengan kedudukan Perseroan tersebu terlihat pada
pasal 61 dan 138 UUPT.

B. Saran

Terhadap hasil penelitian dan pembahasan tersebut, penulis ingin memberikan
saran sebagai berikut :

1. Seharusnya debitur sebagai Dewan Komisarir dari pada Perseroan harus lebih aktif
dalam melakukan monitoring terhadap kinerja dari pada Perseroan untuk mencapai
kinerja perseroan dan selalu berkomunikasi dengan Direktur dari pada Perseroan
untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang dapat merugikan perseroan
maupun pihak?2 yang terkait dengan perseroan.

2. Pihak debitur dalam melakukan perjanjian utang piutang dengan kreditor harus lah
jelas perjanjiannya dengan jaminannya agar pihak kreditu juga memahami, dengan
ada bukti autenting pihak kreditur pun tidak akan berani untuk melakukan sebuat

wanpretasi terhadap jaminan ya diperuntukan untuk penjanjian utang-piutang.
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